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BUPATI PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa Tempat Pelelangan Ikan perlu dikelola dengan
sebaik-baiknya agar ikan yang dilelang terjaga
kualitasnya serta terjamin kepastian dan stabilitas
harganya;

b. bahwa untuk menjamin keberhasilan pengelolaan
Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu diatur pengelolaan Tempat Pelelangan
Ikan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan
Ikan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/
Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

SALINAN
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4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002
tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun
1989 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani bidang Kelautan
dan Perikanan.
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5. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya dapat disingkat TPI
adalah Tempat dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.

6. Pelelangan Ikan yang selanjutnya dapat disebut Pelelangan adalah
penjualan ikan hasil tangkapan Nelayan yang dilakukan dihadapan
umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.

7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan.

8. Peserta lelang adalah orang pribadi atau Badan yang mendaftarkan
diri untuk mengikuti pelelangan ikan di TPI.

9. Pemenang Lelang adalah peserta lelang yang mengajukan
penawaran harga tertinggi dan ditetapkan sebagai pemenang dalam
proses pelelangan.

10. Jaminan Lelang adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh
peserta lelang kepada Kasir TPI sebagai syarat untuk mengikuti
pelelangan.

11. Nilai Lelang adalah volume ikan yang dilelang dikalikan harga
pelelangan.

12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari
siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi
sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya dapat disebut
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
usaha penggunaan TPI, termasuk sarana dan prasarana yang
disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

15. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya dapat disebut
Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

16. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah.
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BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk
memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk
mengatur TPI.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan;
b. menjamin kepastian dan stabilitas harga serta untuk menjaga

kualitas ikan hasil tangkapan Nelayan;
c. meningkatkan kesejahteraan Nelayan dan pelaku usaha perikanan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a. Kewajiban Melelang Ikan Hasil Tangkapan Nelayan;
b. Fasilitas TPI;
c. Pengelola TPI;
d. Tata Cara Pelelangan;
e. Biaya Pelelangan;
f. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
g. Penyidikan;
h. Ketentuan Pidana.

BAB IV

KEWAJIBAN MELELANG IKAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN

Pasal 5

Semua ikan hasil tangkapan Nelayan wajib dijual melalui proses
pelelangan di TPI, kecuali yang digunakan untuk penelitian atau lauk
pauk bagi Nelayan beserta keluarganya.


